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ABSTRACT 

 

 

Agrarian reform is a governmental initiative aimed at equitable land distribution and 

enhancing societal welfare, particularly for farmers. However, its implementation in 

various regions has not fully achieved the goal of improving welfare. This study analyzes 

the impact of agrarian reform on the economic structure and income of the community in 

Candi Village, Bandungan District, Semarang Regency. The focus is on changes in 

community income before and after asset and access arrangements, and the implications 

for the village's economic structure. 

This research employs a mixed-method approach with a sequential exploratory strategy, 

combining qualitative and quantitative methods. The location is Candi Village, Semarang 

Regency. The sample is determined using the Slovin formula. Data collection includes 

interviews, questionnaires, and observations. Qualitative data analysis uses the Miles and 

Huberman model, while quantitative analysis involves normality tests, paired sample t-

tests, and coefficient of determination tests to evaluate the impact of agrarian reform. 

The results indicate a significant impact of agrarian reform on the economic structure of 

Candi Village, especially in Ngipik and Talun hamlets. Changes include a shift from 

laborers to independent farmers, decreased employment mobility outside the village, 

reduced dependence on agricultural labor, increased interest of younger generations in 

agriculture, and agricultural diversity creation. Statistical analysis shows a significant 

increase in average community income by 56%, from IDR 1.763.944.44 to IDR 

2.751.370,37. The Paired T-Test confirms the statistical significance of this increase. 

Interviews with residents also indicate positive program impacts on income, although 

Darum hamlet was not significantly affected. These findings support the hypothesis that 

agrarian reform significantly impacts the economic structure and income of the Candi 

Village community. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa 

negara yang menguasai kekayaan alam dan sumber daya yang terkandung di 

dalam bumi digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran. Sebagai suatu norma 

kewenangan (bevoegdheid norm), pasal tersebut telah memberikan kewenangan 

kepada negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam 

(Santoso 2012). Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diamanatkan 

bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara yang digunakan 

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) lahir 

sebagai bentuk reformasi agraria di Indonesia. UUPA ini merupakan 

implementasi dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang 

menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk 

kemakmuran rakyat (Effendi 1997). 

Sebelum lahirnya UUPA, sistem kepemilikan tanah yang diwariskan oleh 

pemerintah kolonial Belanda telah menimbulkan ketimpangan sosial dan 

ekonomi di masyarakat Indonesia. Banyak petani kecil hanya menjadi penyewa 

lahan yang harus membayar sewa tinggi kepada tuan tanah pemilik lahan luas. 

Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

UUPA hadir sebagai landasan hukum untuk melaksanakan reforma agraria di 

Indonesia. Reforma agraria ini merupakan kebijakan penataan kembali susunan 

kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Secara 

konseptual, reforma agraria mengacu pada landreform, yaitu penataan kembali 

penguasaan tanah demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tidak 
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bertanah. Dalam UUPA, semangat reforma agraria tercermin dalam beberapa 

pasal kunci, seperti Pasal 7 yang melarang kepemilikan tanah melebihi batas, 

Pasal 10 yang mengatur kewajiban pengelolaan tanah secara adil, dan Pasal 17 

yang mengatur batasan luas tanah yang dapat dimiliki. Dengan demikian, UUPA 

tidak hanya menjadi sumber hukum agraria nasional, tetapi juga menjadi 

landasan utama pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. 

Tujuan negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

didukung dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, sudah menjadi tugas 

negara untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan agraria. Dalam rangka 

menjalankan amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria yang selanjutnya dicabut dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang 

percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mengamanatkan pelaksanaan 

penataan aset dan penataan akses. Dapat disimpulkan bahwa realisasi 

pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya di bidang pertanahan 

diamanatkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan reforma agraria. Menurut 

Petunjuk Teknis Tahun 2021 tentang Penanganan Penataan akses Agraria, tujuan 

reforma agraria adalah untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas 

kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional serta mencegah adanya 

usaha monopoli oleh organisasi, usaha-usaha perseorangan, swasta, maupun 

usaha-usaha pemerintah yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, 

rangkaian peraturan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa negara 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pencegahan monopoli tanah 

hanya oleh satu pihak atau beberapa kelompok dengan tujuan menyejahterakan 

masyarakat secara luas. 

Beberapa persoalan mendasar dalam dinamika pertanahan di antaranya, 

yang pertama, meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan 

kebutuhan tanah yang semakin meningkat. Kedua masalah tersebut banyak 

terjadi di Pulau Jawa dengan penduduk pulau yang terus bertambah 

mengakibatkan kebutuhan akan tanah juga bertambah namun kuantitas tanah 
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tidak bisa bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan beberapa masalah. Di 

antaranya distribusi tanah yang tidak merata, dan hubungan sewa menyewa 

antara pemilik tanah yang memiliki banyak tanah dan penggarap yang memiliki 

sedikit tanah atau bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali. Kedua, masalah-

masalah tersebut melahirkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu 

sendiri atau reforma agraria (Tjondronegoro Sediono, M.P, 1999 dalam Isnaeni, 

2018). Reforma agraria merupakan sesuatu yang penting untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara 

ketersediaan lahan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk menciptakan sistem 

hukum pertanahan yang lebih adil dan efektif dalam menghadapi tantangan 

demografis dan ekonomi khususnya di pulau jawa. 

Reforma Agraria merupakan perombakan dalam penguasaan dan pemilikan 

tanah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan mencapai 

pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat melalui redistribusi 

tanah (Isnaeni 2018). Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Penataan akses 

Agraria Tahun 2023 proses Reforma Agraria dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan aset adalah suatu proses pembagian 

dan redistribusi tanah untuk mengatur pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Penataan akses 

adalah proses menawarkan akses kepada penerima manfaat Reforma Agraria 

dalam bentuk segala sesuatu yang memungkinkan mereka untuk dapat 

menggunakan tanah mereka sebagai sumber pendapatan. Contoh dari penataan 

akses antara lain adalah dukungan keuangan, pasar, teknologi, bantuan, 

peningkatan kapasitas, dan pertimbangan lain. Penataan akses dimaknai juga 

sebagai pemberian kesempatan akses berupa modal dan bantuan lain bagi subjek 

Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraannya berbasis pemanfaatan 

tanah/pemberdayaan masyarakat (Mujiati and Aisyah 2014). Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan 

berkelanjutan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun, keberhasilan redistribusi tanah 

dalam mewujudkan peningkatan perekonomian tidak hanya berhenti pada 
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pemberian akses fisik terhadap lahan. Redistribusi tanah belum dapat 

memberikan peningkatan kesejahteraan apabila belum diikuti dengan penataan 

akses. Kehadiran negara dalam kegiatan penataan akses adalah dengan 

memberikan bantuan terhadap penerima penataan aset tersebut agar mampu 

memberdayakan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui akses 

penyediaan infrastruktur, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran dan 

distribusi. Pada dasarnya subyek reforma agraria adalah penduduk miskin di 

perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin 

dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat 

dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari 

daerah lain (perdesaan dan perkotaan) (Waryanta 2016). Kedua hal tersebut 

diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar sehingga mencapai 

tujuan utama reforma agraria yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Pelaksanaan penataan aset sendiri dilaksanakan di tanah objek reforma 

agraria yang terdiri dari tanah terlantar, bekas HGU, tanah negara lainnya, tanah 

pelepasan kawasan dan tanah transmigrasi, yang secara umum terbagi menjadi 

legalisasi aset dan redistribusi tanah. Sedangkan pelaksanaan penataan akses 

melibatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti perbankan, lembaga, dan/atau 

instansi teknis. Pihak-pihak tersebut dipilih berdasarkan potensi dari masing-

masing wilayah/daerah, sehingga menghasilkan akses/fasilitas yang berbeda-

beda untuk setiap wilayah/daerah. Kerja sama kelompok petani, instansi teknis, 

Kantor Pertanahan (Kantah), serta penyuluhan dan kesepakatan kerja sama, 

sangat diperlukan untuk menyukseskan kegiatan tersebut (Rohman and Astuti 

2019). Koordinasi antar lembaga tersebut diharapkan dapat membantu 

pelaksanaan kegiatan penataan akses. Hal ini dikarenakan penataan akses 

bersifat sangat kompleks dan memerlukan koordinasi dengan lembaga lain 

dalam membantu menangani suatu masalah spesifik tertentu. 

Reforma agraria sendiri dapat disimpulkan sebagai salah satu upaya 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Pembangunan 

pertanian pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat termasuk anggota masyarakat di pedesaan. Upaya peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat tersebut ditempuh melalui pengembangan teknologi 

baru, penyediaan sarana produksi, pemberian bibit, perbaikan prasarana dan 

sarana irigasi (Arifin and Marisa 2016). Pembangunan pertanian diperlukan 

dikarenakan Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang telah dilakukan 

analisa oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 

usaha pertanian secara luas menduduki peringkat kedua sebagai kontributor 

terhadap PDB Indonesia selama kurun waktu 2019 hingga 2022, peringkat 

pertama dimiliki oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi 

setiap tahunnya sebesar 13,02% terhadap PDB Indonesia, dilanjutkan dengan 

pertanian sebesar 9,67%, selain itu pada tahun 2022 dari hasil analisa yang sama 

menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian 

diperkirakan sekitar 55% dari total tenaga kerja dengan sektor jasa dan industri 

menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia ( 

Kementiran Pertanian, 2023).  

Dengan membangun desa melalui reforma agraria, secara langsung akan 

meningkatkan sektor pertanian serta menyejahterakan perekonomian warga desa 

yang didominasi oleh petani. Reforma agraria memberikan solusi yaitu 

pemberian legalisasi dan akses yang lebih baik kepada petani kecil untuk 

memiliki dan mengelola lahan secara produktif. Kepemilikan lahan yang jelas 

dan legal memungkinkan petani untuk menggunakan lahan sebagai jaminan 

akses permodalan, sehingga dapat berinvestasi dalam teknologi pertanian 

modern dan praktik yang lebih berkelanjutan. Lebih jauh, peningkatan 

produktivitas pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan nasional tetapi 

juga meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan, dan 

memperkuat ketahanan pangan. Penyediaan sarana produksi yang memadai, 

bibit unggul, dan irigasi yang baik, dikombinasikan dengan pelatihan dan 

pengembangan kapasitas, memungkinkan petani untuk memaksimalkan hasil 

panen dan meningkatkan kualitas produk pertanian.  

Contoh nyata dari pelaksanaan reforma agraria yang terdiri dari penataan 

akses dan asset reform adalah Desa Candi di Kabupaten Semarang yang telah 

dilaksanakan di tahun 2021. Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Semarang, tanah eks-HGU di Desa Candi yang menjadi obyek 

redistribusi memiliki luas 742.000 m2 dengan 1.821 bidang. Tanah tersebut telah 

ditelantarkan selama 20 tahun dan telah dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan 

peternakan, pertanian dan perkebunan. Di bidang pertanian dan perkebunan, 

tanah tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman sereh wangi, rumput 

padang, emplasemen, kopi dan rumput king grass. Di bidang peternakan, tanah 

tersebut dimanfaatkan sebagai kandang. 

Desa Candi memiliki luas 1.082,35 Ha, yang dibagi menjadi 3 penggunaan 

lahan yaitu lahan pertanian sawah sebesar 126,56 Ha, pertanian bukan sawah 

sebesar 355,75 Ha, dan lahan bukan pertanian sebesar 600,03 Ha. Masyarakat 

Desa Candi didominasi oleh petani. Tanaman yang ditanam adalah sayuran 

yakni sawi, daun bawang, tomat, buncis, kubis, dan cabai. Selain sayuran, ada 

juga komoditas bunga yakni bunga krisan, mawar, gerbera dan dahlia. Selain 

kegiatan pertanian, masyarakat Desa Candi juga memanfaatkan tanah untuk 

kegiatan ternak (kambing dan ayam), kegiatan UMKM (warung sembako, 

warung makanan, bengkel, toko fotokopi, usaha tanaman hias, usaha laundry, 

usaha fotocopy, maupun usaha makanan olahan). Selain itu, Desa Candi juga 

memiliki sejumlah tempat wisata yakni wisata Candi Gedong Songo, wisata 

Taman Bunga Celosia serta Taman Ayanaz. 

Berdasarkan uraian di atas kegiatan reforma agraria yang terdiri dari 

penataan aset dan penataan akses di Desa Candi sudah berjalan selama 3 tahun, 

sehingga diperlukan analisa dari dampak reforma agraria tersebut. Analisis 

dampak diperlukan karena terdapat sejumlah penelitian yang menunjukkan 

bahwa beberapa pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di beberapa 

daerah belum mencapai tujuan utamanya yaitu peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Analisis dampak dari kegiatan reforma agraria di Desa Candi 

dilakukan untuk mengetahui implikasi dari diberlakukannya kegiatan tersebut 

terhadap masyarakat penerima program. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shafrina Amalia menyimpulkan bahwa 

kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses belum 

sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah harapan 
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kelompok masyarakat yang belum terpenuhi (Amalia 2022). Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Grinta Surya Devi Sulistyorini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan penataan akses pasca redistribusi tanah tidak sesuai dengan 

harapan dan program Reforma Agraria. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini 

masih banyak masyarakat yang belum sejahtera akibat pemanfaatan lahan yang 

kurang optimal (Sulistyorini 2018). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arif 

Winarso, Priyo Katon Prasetyo dan R. Deden Dani Saleh. Hasil dari penelitian 

menunjukkan tidak tercapainya tujuan utama Penataan akses yaitu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan stakeholder terkait belum 

menindaklanjuti kegagalan dalam tahap produksi sehingga masyarakat belum 

merasakan manfaat dari pengembangan padi organik. Hal tersebut 

mengakibatkan perpecahan pada kelompok tani penerima penataan akses 

(Winarso dkk., 2022). Namun disisi lain implementasi Penataan aset Pasawahan, 

Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis menurut penelitian yang dilakukan 

Rana Komala, Trisna Insan Noor dan Muhamad Nurdin Yusuf, menghasilkan 

pelaksanaan reforma agraria berupa penataan aset di Desa Pasawahan 

memberikan peluang terhadap penambahan aset kesejahteraan rumah tangga 

petani. Dengan melalui pemberian sertifikasi tanah terdapat peningkatan 

kesejahteraan yang signifikan serta memberikan pengaruh positif terhadap 

penambahan aset. Dari pelaksanaan reforma agraria ini terjadi peningkatan 

kesejahteraan terhadap kondisi rumah tangga petani dari rendah menjadi sedang 

(Komala dkk., 2021).  

Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

analisis terhadap kesejahteraan masyarakat desa penerima penataan aset dan 

penataan akses merupakan hal yang penting. Implementasi penataan aset dan 

penataan akses seyogyanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sehingga hasil analisis terhadap pelaksanaan reforma agraria dapat digunakan 

sebagai bahan masukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut khususnya 

indikator utama kesejahteraan adalah pendapatan yang berubah. Peningkatan 

pendapatan menunjukkan bahwa reforma agraria berhasil memberikan dampak 

positif terhadap ekonomi masyarakat mengindikasikan bahwa program reforma 
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agraria telah memenuhi tujuan utamanya, sebaliknya, penurunan pendapatan 

mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi yang perlu diperbaiki. 

Institusi merupakan pemegang kebijakan yang mempengaruhi dalam 

perubahan struktur ekonomi (North 2005). ATR/BPN sebagai institusi memiliki 

tanggung jawab dalam menerapkan aturan formal, seperti kebijakan dan 

regulasi. program reforma agraria akan memberikan dampak terhadap struktur 

perekonomian masyarakat. Implementasi kebijakan reforma agraria oleh 

ATR/BPN berpotensi mengubah struktur ekonomi di pedesaan. Penataan aset 

dan berpotensi meningkatkan kepemilikan lahan oleh petani kecil, sehingga 

produktivitas pertanian dari petani tersebut meningkat serta reforma agraria 

dapat mendorong terjadinya perluasan kegiatan perekonomian dari berbagai 

sektor atau mendorong munculnya aktivitas ekonomi untuk mengurangi 

ketergantungan pada satu atau beberapa sektor tertentu pada ekonomi lokal 

melalui pemberian akses yaitu berupa modal, teknologi, dan pasar. Dengan 

demikian dampak reforma agraria tidak hanya berfokus pada aspek aspek 

peningkatan kesejahteraan tetapi juga berperan dalam mengembangkan 

kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan sehingga reforma agraria 

berpotensi menciptakan perubahan struktur perekonomian desa. 

Dampak atau implikasi program reforma agraria dari kedua perspektif 

tersebut masih belum banyak diketahui. Mengetahui dampak dari pelaksanaan 

reforma Agraria sangat penting karena memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai efektivitas program ini dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan serta memberikan gambaran secara kontemporer akan dampak dari 

suatu kebijakan pemerintahan.  

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai dampak reforma agraria terhadap peningkatan pendapatan penerima 

penataan aset dan penataan akses di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, 

Kabupaten Semarang dengan membuat perbandingan antara data pendapatan 

masyarakat desa sebelum dan sesudah menerima penataan aset dan penataan 

akses. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui implikasi reforma agraria 

terhadap perubahan struktur ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti 
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mengambil judul “ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN REFORMA 

AGRARIA TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN PENDAPATAN 

MASYARAKAT DI DESA CANDI, KECAMATAN BANDUNGAN, 

KABUPATEN SEMARANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak program Reforma Agraria terhadap struktur ekonomi di 

Desa Candi? 

2. Bagaimana dampak program Reforma Agraria terhadap pendapatan 

masyarakat Desa Candi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui dampak reforma agraria terhadap struktur ekonomi 

b. Mengetahui dampak program Reforma Agraria terhadap pendapatan 

masyarakat Desa Candi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

a. Manfaat Akademis 

1. Memperkaya pengetahuan tentang dampak Reforma Agraria 

terhadap kesejahteraan masyarakat.  

2. Memberikan bukti empiris tentang efektivitas program Reforma 

Agraria. 

b. Manfaat Praktis 

1. Pemerintah 

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan program Reforma Agraria yang lebih efektif dan 

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Reforma Agraria. 
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2. Mahasiswa STPN 

Bagi mahasiswa kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 

khususnya mengenai program Reforma Agraria terutama dalam 

konteks pemanfaatan tanah setelah redistribusi tanah dan dampak 

ekonomi dari program Penanganan Aset dan Penanganan Penataan 

akses Agraria, sehingga dalam pembuatan skripsi dapat digunakan 

sebagai referensi/rujukan jika mereka mengambil tema reforma 

agraria atau tema- tema lain yang bersangkutan.   
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Program Penataan Aset di Desa Candi berfokus pada redistribusi tanah bekas 

HGU No. 1 Candi seluas 74,2 hektar, tanah tersebut berada di Dusun Ngipik, Dusun 

Talun dan Dusun Darum. Program ini meliputi beberapa tahap, termasuk 

pembentukan panitia, sosialisasi, identifikasi objek dan subjek, pengukuran lahan, 

serta penerbitan sertifikat, dilanjutkan dengan program penataan akses yang 

meliputi penyuluhan untuk petani tentang budidaya organik dan sistem pertanian 

terpadu, pelatihan pengolahan makanan dari komoditas lokal, penyuluhan 

pengembangan UMKM, pembuatan NIB untuk pelaku UMKM, program bantuan 

hibah modal usaha dan model pemberdayaan CSR.  

Dampak program reforma agraria terhadap struktur ekonomi Desa Candi khusunya 

di Dusun Ngipik dan Dusun Talun mengecualikan Dusun Darum antara lain: 

1. Pergeseran dari buruh ke petani mandiri 

Pergeseran dari buruh tani menjadi petani mandiri telah meningkatkan otonomi 

ekonomi masyarakat. Penduduk desa kini memiliki kontrol lebih besar atas 

sumber daya pertanian mereka. Serta perubahan status dari buruh menjadi 

pemilik lahan telah memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan 

ekonomi di masyarakat. 

2. Perubahan mobilitas pekerjaan 

Berkurangnya arus mobilisasi bekerja diluar desa mengindikasikan bahwa desa 

mampu menyediakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi penduduknya. 

3. Penurunan ketergantungan tenaga buruh tani 

fenomena baru tercipta yaitu berupa kekurangan tenaga kerja untuk buruh tani 

dan pekerjaan lainnya, karena sebagian besar warga kini fokus mengelola lahan 

mereka sendiri atau menyewa lahan tambahan. 
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4. Peningkatan minat generasi muda terhadap pertanian 

Meningkatnya minat generasi muda terhadap pertanian menjamin 

keberlangsungan sektor ini di masa depan. Ini juga menunjukkan bahwa 

pertanian dipandang sebagai profesi yang menjanjikan. 

5. Terciptanya keragaman pertanian 

Keragaman pertanian telah memperkuat ketahanan ekonomi desa terhadap 

fluktuasi pasar dan perubahan iklim. Variasi tanaman dan metode budidaya 

baru mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. 

Dari beberapa dampak di atas maka dapat disimpulkan bahwa program reforma 

agraria telah mempengaruhi struktur perekonomian di Desa Candi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Desa Candi setelah adanya reforma agraria menjadi desa yang 

lebih mandiri dan produktif secara ekonomi khususnya di bidang pertanian, selain 

itu menjawab hipotesis H1 yaitu adanya pengaruh reforma agraria dengan 

berubahnya struktur ekonomi di Desa Candi. 

Sedangkan dampak reforma agraria terhadap pendapatan masyarakat ditunjukan 

dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam 

rata-rata pendapatan masyarakat Desa Candi setelah implementasi program 

Reforma Agraria. Rata-rata pendapatan meningkat dari Rp 1.763.944,44 menjadi 

Rp 2.751.370,37, menunjukkan kenaikan sebesar Rp 987.425,93 atau sekitar 56%. 

Uji Paired T-Test mengkonfirmasi signifikansi statistik dari peningkatan ini. 

Dengan demikian, hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan 

reforma agraria di Desa Candi memberikan dampak yang signifikan terhadap 

pendapatan masyarakat diterima dan dibuktikan melalui analisis yang telah 

dilakukan. Selain itu wawancara dengan warga menunjukkan dampak positif 

program reforma agraria terhadap pendapatan masyarakat, meskipun Dusun Darum 

tidak terpengaruh secara signifikan namun secara keseluruhan, program Reforma 

Agraria di Desa Candi berhasil memberikan dampak terhadap pendapatan 

masyarakat berupa peningkatan pendapatan. 
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B. Saran 

Dapat dilihat dari kesimpulan bahwa program reforma agraria di Desa Candi 

sendiri sudah mencapai tujuan utama reforma agraria itu sendiri yaitu pemerataan 

ekonomi, peningkatan pendapatan dan terjadinya keberagaman kegiatan pertanian 

yang ditunjukkan dalam hasil penelitian, maka saran dari peneliti adalah 

memastikan keberlanjutan program sehingga dapat dijaga keberlanjutannya dengan 

mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk 

memastikan bahwa kegiatan ekonomi terus berlangsung dan Melakukan evaluasi 

berkala untuk mengukur dampak program terhadap struktur ekonomi desa. Saran 

selanjutnya adalah mempercepat pengabulan usulan penataan akses yang 

sebelumnya diajukan oleh warga masyarakat. Pemerintah harus mempercepat 

proses administrasi dan birokrasi untuk pengajuan penataan akses yang sedang 

diusulkan sehingga petani penerima manfaat reforma agraria mendapatkan 

dukungan yang mereka butuh kan.   
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